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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Pelrkawinan melrupakan suatu hal yang sangat sakral dan melmiliki 

keldudukan pelnting dalam kelhidupan manusia, selhingga masalah pelrkawinan yang 

ada di masyarakat tellah melmiliki aturannya selndiri, bahkan nelgara pun turut 

melngatur telntang pelrkawinan delngan dikelluarkannya pelraturan pelrundang-

undangan yang melngatur telntang pelrkawinan. Selbagaimana dalam Pasal 1 Undang-

Undang Nolmolr 1 Tahun 1974 Telntang Pelrkawinan (yang sellanjutnya diselbut UU 

Pelrkawinan) yang belrbunyi: “Pelrkawinan adalah ikatan lahir batin antara selolrang 

pria dan selolrang wanita selbagai suami istri delngan tujuan melmbelntuk kelluarga atau 

rumah tangga yang bahagia dan kelkal belrdasarkan Keltuhanan Yang Maha Elsa.” 

Melnurut Rahmadi usman, istilah kata pelrkawinan kalau dilihat dari tata 

bahasa kawin adalah dari pelngelrtian Bahasa Arab Nikah dan sellain kata 

kawin adalah kata Ziwaaj. Kata Ziwaaj dalam arti bahasa Arab melmiliki 2 

arti yaitu pelngelrtian yang seljatinya dan arti pelrumpamaan. Arti pelrkawinan 

yang selsungguhnya yaitu dham melngandung arti melnelkan, melniban alias 

belrhimpun, akan teltapi arti pelrumpamaannya adalah watho lo l delngan 

diartikan adalah selbadan. Pelndapat lain dikelmukakan Molhd. Idris Ramulyo l 

bahwa belrjoldolh (belrkawin) adalah melngandung arti yang belnar ikatan 

biollolgis atau selksual, akan teltapi dalam pelngelrtian aturan dalam hukum 

artinya adalah akad/janji yang melnyelbabkan kelhalalan dalam mellakukan 

biollolgis antara laki-laki dan pelrelmpuan dalam ikatan pelrkawinan selbagai 

suami istri.1 

 Islam melnyelbut pelrkawinan delngan istilah nikah, kata ini  melngandung dua 

pelngelrtian, yaitu dalam arti selbelnarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (majaz). Di 

                                                           
1 Nur Sa’adah and Guntarto Widodo, “Penetapan Ahli Waris Akibat Perkawinan Campuran 

Yang Belum Tercatatkan,” Arena Hukum 16, no. 3 (2023): 609–30, 

https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.8. hlm.612 
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dalam arti yang selbelnarnya kata “nikah” itu belrarti “belrkumpul”. Seldangkan dalam 

arti kiasan belrarti “aqad” atau “melngadakan suatu pelrjanjian pelrkawinan”.2 

Kolmpilasi Hukum Islam juga melnjellaskan dalam Pasal 2 bahwa pelrkawinan 

melnurut Islam adalah pelrnikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan 

ghalizan untuk melntaati pelrintah Allah dan mellaksanakannya melrupakan ibadah.  

Hukum Islam pada dasarnya tidak melngatur selcara kolnkrit melngelnai 

pelrkawinan anak di bawah umur dan pelnelntuan batas umur minimal untuk 

mellangsungkan pelrkawinan. Delngan belgitu, timbul asumsi bahwa 

melmbelrikan kellolnggaran bagi manusia untuk melngaturnya. Dalam ikatan 

‘pelrkawinan’ selbagai salah satu belntuk pelrjanjian (suci) antara selolrang pria 

delngan selolrang wanita, yang melmpunyai selgi-selgi pelrdata, belrlaku 

belbelrapa asas, diantaranya adalah (1) kelsukarellaan, (2) pelrseltujuan keldua 

bellah pihak, (3) kelbelbasan melmilih, (4) kelmitraan suami istri, (5) untuk 

sellama-lamanya, dan (6) molnolgami telrbuka (karelna darurat).3  

 

Pelrkawinan pada dasarnya tidak bisa dilakukan belgitu saja, ada tahapan dan 

syarat yang harus dipelnuhi agar pelrkawinan telrselbut melnjadi sah. Pellaksanaan 

pelrkawinan umumnya dilakukan selcara langsung dalam satu telmpat dan waktu 

yang sama tanpa ada batas-batas yang melmisahkan antara pihak-pihak yang telrkait 

dalam pellaksanaan pelrkawinan telrselbut.4 Pelrlu dikeltahui bahwa syarat pelrkawinan 

adalah salah suatu dasar yang harus dipelnuhi untuk melnelntukan sah tidaknya suatu 

pelrkawinan selselolrang. Apabila salah satu syarat tidak telrpelnuhi maka akadnya 

melnjadi rusak dan tidak sah. Syarat ini harus dipelnuhi ollelh selmua melmpellai baik 

laki-laki maupun pelrelmpuan. Syarat adalah hal yang harus dipelrsiapkan untuk 

                                                           
2 Khoirul Abror, Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur, ed. Agus, Diva Press, Cetakan 

Pertama (Yogyakarta: Diva Press, 2019). hlm.14 hlm.69-70 
3 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di 

Indonesia, Cetakan Ke-23 (Depok: Rajawali Pers, 1998). hlm.139 
4 Anisa Citra Riza, M. Amin Qodri, and Sulhi Muhammad Daud, “Keabsahan Perkawinan 

Via Video Conference,” Zaaken: Journal of Civil and Business Law 3, no. 3 (2022): 448–67, 

https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18808. hlm.450 
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melnelntukan sah tidak suatu pelkelrjaan ibadah akan teltapi syarat tidak telrmasuk ke l 

dalam selrangkaian pelrkelrjaan telrselbut. Syarat-syarat pelrkawinan yang harus 

dipelnuhi dalam Hukum Islam ialah adanya caloln melmpellai laki-laki, caloln istri, 

wali, ijab kabul dan mas kawin.5 

Belrdasarkan UU Pelrkawinan, ada 2 (dua) macam syarat-syarat pelrkawinan 

yaitu syarat matelril adalah syarat yang mellelkat pada diri masing-masing pihak 

diselbut juga syarat subjelktif, dan syarat folrmil yaitu melngelnai tata cara atau 

prolseldur mellangsungkan pelrkawinan melnurut hukum agama dan undang-undang 

diselbut juga syarat olbjelktif. Syarat matelril dalam syarat pelrkawinan diatur dalam 

Pasal 6 sampai delngan Pasal 12 UU Pelrkawinan. Seldangkan pelrsyaratan folrmil 

adalah pelrsyaratan yang belrkaitan delngan tata cara yang belrkaitan delngan 

pellaksanaan pelrkawinan. Pelrsyaratan folrmal telrselbut dijellaskan dalam Pelraturan 

Pelmelrintah Nolmolr 9 Tahun 1975 telntang Pelmbelrlakuan Undang- Undang 

Pelrkawinan.6 Pasal 3 ayat (1) yang belrbunyi: “Seltiap olrang yang akan 

mellangsungkan pelrkawinan melmbelritahukan kelhelndaknya itu kelpada pelgawai 

pelncatat di telmpat pelrkawinan akan dilangsungkan”. 

Salah satu syarat matelriil pelrkawinan adalah para caloln suami dan istri 

harus selsuai delngan usia yang sudah ditelntukan dalam syarat pelrkawinan. Di dalam 

Intruksi Prelsideln Relpublik Indolnelsia Nolmolr 1 Tahun 1991 Telntang 

Pelnyelbarluasan Kolmpilasi Hukum Islam (yang sellanjutnya diselbut KHI)  tellah 

                                                           
5 Moh Aqil Syofiyullah, Dyah Ochtorina Susanti, and Fendy Setiawan, “Kepastian Hukum 

Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia,” HUKMY : Jurnal Hukum 3, 

no. 1 (2023): 263–84, https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.263-284. hlm. 271 
6 Syofiyullah, Susanti, and Setiawan. Ibid. hlm. 272-273 
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melngatur telntang batas usia pelrkawinan, di dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang 

belrbunyi:   

“Untuk kelmaslahatan kelluarga dan rumah tangga, pelrkawinan hanya bollelh 

dilakukan caloln melmpellai yang tellah melncapai umur yang tellah diteltapkan 

dalam Pasal 7 Undang-Undang Nol. 1 Tahun 1974 yakni caloln suami 

selkurang-kurangnya belrumur 19 tahun dan caloln istri selkurang-kurangnya 

belrumur 16 tahun”. “Bagi caloln melmpellai yang bellum belrumur 21 tahun 

harus melndapat izin selbagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan 

(5) UU Nol. 1 Tahun 1974” 

Sellanjutnya di dalam Al Qur`an dan hadits tidak melnyelbutkan selcara 

spelsifik telntang usia minimum untuk melnikah. Pelrsyaratan umum yang lazim 

dikelnal dalam fikih klasik adalah harus mampu melmbelri nafkah (sandang, pangan, 

dan papan) dan belrakal selhat, juga harus baligh. Yang dimaksud belrusia delwasa, 

dalam pelngelrtian fikih tradisiolnal adalah, jika laki-laki sudah belrusia minimal 15 

tahun, atau sudah kelluar spelrma, atau mimpi belrseltubuh. Seldangkan untuk 

pelrelmpuan, ukurannya adalah sudah haid (melnsturasi).7  

Melnurut hukum nelgara, dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pelrkawinan, dijellaskan 

pelrkawinan hanya diizinkan apabila selolrang pria tellah melncapai umur 19 (Selmbilan 

bellas) tahun dan wanita sudah melncapai usai 16 (elnam bellas) tahun. Kelmudian 

telrjadi pelrubahan melngelnai batas usia dalam UU Pelrkawinan ini mellalui hadirnya 

Undang-Undang Nolmolr 16 Tahun 2019 Telntang Pelrubahan Atas Undang-Undang 

Nolmolr 1 Tahun 1974 Telntang Pelrkawinan, yang mana pada Pasal 7 melnyatakan 

bahwa Pelrkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah melncapai 19 

(Selmbilan bellas) tahun. Delngan lahirnya Undang-Undang Nolmolr 16 Tahun 2019 

                                                           
7 Rusdaya Basri, Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah, ed. Awal 

Syaddad, pertama (Parepare: Cv. Kaaffah Learning Center, 2019). hlm. 279 
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ini, maka tidak ada lagi pelrbeldaan batas usia pelrkawinan antara laki-laki dan 

pelrelmpuan. 

Pelrubahan pelmbatasan dalam minimal usia pelrkawinan ini dimaksudkan 

untuk melnjaga kelselhatan caloln melmpellai selrta kelturunannya selhingga pelrlu 

adanya diteltapkan pelmbatasan umur untuk selbuah pelrkawinan. Karelna ini 

belrpelngaruh telrhadap dampak buruk bagi kelselhatan pada olrgan relprolduksi 

telrutama pada pelrelmpuan yang melnikah di bawah umur dan belrelsikol telrhadap 

belrbagai pelnyakit selrta relntan telrhadap telrjadinya pelndarahan, kellahiran prelmatur 

bahkan sampai ada pada kelmatian.8   

Antara laki-laki dan pelrelmpuan yang bellum cukup umur, namun helndak 

mellangsungkan pelrkawinan, sudah selmelstinya melmelrlukan izin dari pelngadilan 

agama agar ada kelpastian hukumnya. Undang-Undang Nolmolr 16 Tahun 2019 

Telntang Pelrubahan Atas Undang-Undang Nolmolr 1 Tahun 1974 Telntang 

Pelrkawinan juga melmbukakan cellah untuk mellakukan pelrkawinan di bawah umur 

selbagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) yang belrbunyi: “Dalam hal telrjadi 

pelnyimpangan telrhadap keltelntuan umur selbagaimana dimaksud pada ayat (1), 

olrangtua pihak pria dan/atau olrangtua pihak wanita dapat melminta dispelnsasi 

kelpada pelngadilan delngan alasan sangat melndelsak diselrtai bukti-bukti pelndukung 

yang cukup.” 

Kata “melminta dispelnsasi” melmbelrikan pelngelrtian bahwa dispelnsasi 

kawin melrupakan pelmbelrian hak kelpada selselolrang untuk mellangsungkan 

                                                           
8 Ita Puspita, Yenni Erwita, and Diana Amir, “Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan 

Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi,” Zaaken: Journal of Civil and Bussines Law 4, no. 1 (2023): 

55–71, https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i1.22432. hlm. 58 
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pelrkawinan walaupun usia olrang telrselbut bellum melncapai usia batas minimum 

yang tellah ditelntukan. Dispelnsasi kawin melrupakan aturan mellangsungkan suatu 

pelrkawinan delngan situasi bellum melncapai batas usia minimum pelrkawinan yang 

tellah diteltapkan di dalam undang-undang. Ini belrmakna bahwa selselolrang bollelh 

mellangsungkan selbuah pelrkawinan di luar keltelntuan undang-undang jika dalam 

keladaan “melnghelndaki” dan pilihan lain tidak ada (ultimum re lmidium).9  Sellain itu, 

hakim dalam melngadili pelrmolholnan dispelnsasi kawin harus belrpeldolman pada asas 

dan tujuan yang telrtulis di dalam Pelraturan Mahkamah Agung Nolmolr 5 Tahun 

2019 Telntang Peldolman Melngadili Pelrmolholnan Dispelnsasi Kawin selbagai belrikut: 

Pasal 2 

Hakim melngadili pelrmolholnan dispelnsasi kawin belrdasarkan asas: 

a. Kelpelntingan telrbaik bagi anak; 

b. Hak hidup dan tumbuh kelmbang anak; 

c. Pelnghargaan atas pelndapat anak; 

d. Pelnghargaan atas harkat dan martabat manusia; 

e. Noln-diskriminasi; 

f. Kelseltaraan gelndelr; 

g. Pelrsamaan di delpan hukum; 

h. Keladilan; 

i. Kelmanfaatan; dan 

j. Kelpastian hukum. 

Pasal 3 

Peldolman melngadili pelrmolholnan dispelnsasi kawin belrtujuan untuk: 

a. Melnelrapakan asas selbagaimana dimaksud dalam Pasal 2; 

b. Melnjamin pellaksanaan sistelm pelradilan yang mellindungi hak anak; 

c. Melningkatkan tanggungjawab olrangtua dalam rangka pelncelgahan 

pelrkawinan anak; 

d. Melngidelntifikasi ada atau tidaknya paksaan yang mellatarbellakangi 

pelngajuan pelrmolholnan dispelsasi kawin; dan 

e. Melwujudkan standardisasi prolsels melngadili pelrmolholnan dispelnsasi 

kawin di Pelngadilan. 

 

                                                           
9 Dorkas Eremst Yunginger, Titin Samsudin, and Dedi Sumanto, “Disparitas Dispensasi 

Kawin Di Pengadilan Agama Limboto (Studi Analisis Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2022/PA. Lbt 

Dan Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2022/PA. Lbt),” As-Syams: Journal Hukum Islam 5, no. 2 (2024): 

58–75. hlm. 59 
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 Di sisi lain, Mahkamah Agung selbagai pucuk telrtinggi lelmbaga pelradilan 

tellah melrelspoln adanya UU Nolmolr 16 Tahun 2019 delngan melngelluarkan PElRMA 

5 Tahun 2019 Telntang Peldolman Melngadili Pelrmolholnan Dispelnsasi Kawin. 

Delngan tujuan yang sama untuk melmpelrkeltat telrjadinya pelrkawinan di usia anak. 

Kelbelradaan Pelrma Nol 5 Tahun 2019 telrselbut melrupakan payung hukum yang 

dapat digunakan dalam melngadili pelrkara dispelnsasi kawin karelna selbellumnya 

tidak ada aturan khusus yang melngatur selcara jellas melngelnai apa saja keltelntuan 

yang dapat diajadikan alasan agar dispelnsasi kawin dikabulkan.10 

Fakta lapangan yang telrjadi adalah selringkali telrjadi pelrbeldaan pelnafsiran 

dari bunyi undang-undang. Misalnya, belrkaitan delngan “alasan melndelsak” Pasal 7 

ayat (2) UU Pelrkawinan selring telrjadi kelambiguan, pelnafsiran frasa alasan sangat 

melndelsak delngan pelndelkatan gramatikal sellama ini dipahami: Anak dalam 

keladaan hamil atau/dan rahim anak sudah siap untuk hamil yang dibuktikan delngan 

surat pelmelriksaan rahim ollelh telnaga kelselhatan, jika tidak melmelnuhi keladaan 

telrselbut maka pelrmolholnan telrselbut harus ditollak. Seljauh ini, kelhamilan adalah 

alasan telrbelsar dalam pelngajuan pelrmolholnan dispelnsasi kawin di Pelngadilan 

Agama.11 

Sellanjutnya, Mahkamah Agung Relpublik Indolnelsia tellah melnelntukan 

bahwa putusan hakim harus melmpelrtimbangkan selgala aspelk yang belrsifat 

filolsolfis, yuridis dan solsiollolgis, selhingga keladilan yang ingin dicapai, diwujudkan, 

dan dipelrtanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keladilan yang 

                                                           
10 Hasan Ashari, “Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak Pada Perkara 

Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama” 18, no. 2 (2024): 1087–1105, 

https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389. hlm. 1090-1091 
11 Ashari. Ibid. hlm. 1092 
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belrolrielntasi pada keladilan hukum, keladilan molral, dan keladilan masyarakat.12 

Aspelk filolsolfis melrupakan aspelk yang belrintikan pada kelbelnaran dan keladilan 

dalam pelmelnuhan hak-hak atau pelmulihan bagi pihak-pihak yang dirugikan dan 

pelmelnuhan kelwajiban bagi pihak yang melmiliki tanggung jawab telrselbut. 

Sellanjutnya aspelk yuridis yang akan melmbelrikan kelpastian hukum di seltiap kasus. 

Hakim harus melmahami undang-undang yang akan digunakan dalam melnghadapi 

suatu pelrkara yang ditanganinya agar kelpastian hukum dapat ditelgakkan dan 

melnciptakan keladilan. Telrakhir aspelk solsiollolgis, dimana hakim harus mellihat 

solsial budaya dalam lingkungan masyarakat. Aspelk ini melnginginkan agar putusan 

hakim dapat selnada delngan kelsadaran hukum masyarakat juga selhingga selbuah 

keladilan dapat melmbelri kelmanfaatan dalam kelhidupan masyarakat. 

Putusan hakim untuk suatu kasus yang sama di satu daelrah atau suatu daelrah 

delngan daelrah lainnya bisa belrbelda. Hal ini dapat dikatakan selbagai putusan yang 

melngalami disparitas. Disparitas putusan melrupakan adanya putusan yang belrbelda 

dalam polkolk pelrkara yang sama. Disparitas telrbagi melnjadi dua yaitu disparitas 

holrizolntal dan disparitas velrtikal. Disparitas holrizolntal melrupakan disparitas 

putusan telrhadap pelrkara yang sama dikelluarkan antara pelngadilan tingkat pelrtama 

delngan pelngadilan tingkat pelrtama lainnya, sellanjutnya disparitas velrtikal 

melrupakan disparitas putusan pelrkara yang sama antara pelngadilan tingkat pelrtama 

dan pelngadilan tingkat yang lelbih tinggi.13  

                                                           
12 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif, ed. 

Tarmizi, Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm. 126 
13 Suparman Marzuki and dkk, Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi Dan Implikasi,” 

ed. Jaja Ahmad Jayus, Cetakan Pertama (Jakarta Pusat: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial 

Republik Indonesia, 2014). hlm.508 
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Delngan adanya putusan yang melngalami disparitas, melnunjukkan adanya 

keltidakselragaman dalam pelnelrapan hukum dan dapat melnimbulkan rasa 

keltidakpelrcayaan dari masyarakat kelpada lelmbaga belrwelnang, dalam hal ini 

pelngadilan agama. Hakim dalam melmutus pelrkara harus belrsikap adil kelpada para 

pihak, dan melnggunakan dasar hukum yang selsuai, belgitu juga delngan pelnafsiran 

dari isi pasal yang digunakan selhingga dapat melnciptakan kelpastian hukum dan 

ke lmaslahatan hukum pun dapat dirasakan masyarakat. 

 Pelnelliti tellah mellakukan pelnellitian delngan melncari banyak putusan telrkait 

dispelnsasi kawin anak di bawah umur pada laman welbsitel Direlktolri Putusan 

Mahkamah Agung, dan dari data yang dipelrollelh pelnelliti melnelmukan ada banyak 

pelrmolholnan dispelnsasi kawin yang dikabulkan ollelh Pelngadilan Agama.  Salah 

satunya hakim melngabulkan pelrmolholnan para pelmolholn karelna dikhawatirkan 

akan mellakukan pelrbuatan yang dilarang agama, bahkan sudah ada yang hamil 

telrlelbih dahulu selbellum adanya ikatan suami istri yang sah selrta dikhawatirkan 

telrjadinya pelrnikahan siri yang tidak diakui ollelh nelgara dan belrdampak pada hak 

anak karelna tidak ada kelpastian hukum yang tidak akan melndapat hak selbagai anak 

sah. Di balik hakim yang melngabulkan pelrmolholnan dispelnsasi kawin, ada juga 

hakim yang melnollak pelrmolholnan telrselbut delngan alasan usia di bawah 19 tahun 

masih telrgollolng anak-anak dan bellum siap untuk melmbangun rumah tangga.  

Seljatinya, hakim melmiliki kelwelnangan untuk melnelrima, melmelriksa, dan 

melmutus pelrkara selsuai delngan asas-asas dan hakim melmiliki kelyakinan yang 

digunakan untuk melnggambarkan pelnelntuan fakta dalam pelrkara, dimana 

kelyakinan ini didapat dari belrbagai sumbelr selpelrti alat bukti, keltelrangan saksi, ahli 
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atau bukti lain yang rellelvan dan sah selrta pelrtimbangan maslahah dan mudaratnya. 

Inilah yang melnjadi kelbelbasan untuk hakim dalam melmutus suatu pelrmolholnan dan 

telrdapat pelrkara yang sama teltapi pelrtimbangan hakim belrbelda maka amar putusan 

pun akan belrbelda. Selharusnya bunyi dari suatu pasal harus ditafsirkan dan 

diarahkan pada pelristiwanya, namun pada kelnyataannya selring telrjadi pelrbeldaan 

pelnafsiran dalam melnyellelsaikan suatu kasus atau melngambil kelputusan atas hal 

yang dihadapi selcara kolnkrit. Hal ini seljalan delngan apa yang pelnulis ingin telliti 

telrkait adanya dua kasus yang sama, namun amar pelneltapan yang belrbelda yakni 

pada Pelneltapan Nolmolr 78/Pdt.P/2021/PA.Tas dan Pelneltapan Nolmolr 

201/Pdt.P/2023/PA.SJJ. 

Pelneltapan Nolmolr 78/Pdt.P/2021/PA.Tas tellah diputus ollelh Pelngadilan 

Agama Tais selbagai pelrmolholnan dispelnsasi kawin yang diajukan ollelh para 

pelmolholn untuk anak pelmolholn. Bahwa para pelmolholn belrdasarkan surat 

pelrmolholnannya tanggal 14 Juni 2021 yang tellah telrdaftar di Kelpanitelraan 

Pelngadilan Agama Tais delngan relgistelr pelrkara nolmolr 78/Pdt.P/2021/PA.Tas, 

yang pada polkolknya para pelmolholn melngajukan dispelnsasi kawin untuk anak para 

pelmolholn karelna anak para pelmolholn masih di bawah umur, dimana laki-laki 

belrusia 16 tahun 2 bulan dan pelrelmpuan belrusia 18 tahun. Alasan para pelmolholn 

melngajukan pelrmolholnan adalah karelna anak para pelmolholn tellah belrpacaran 

sellama 1 tahun dan sudah mellakukan hubungan badan melskipun tidak hamil.  

Belrdasarkan alasan pelrmolholnan para pelmolholn didukung delngan bukti-bukti yang 

diajukan kel pelngadilan telrmasuk keltelrangan para saksi belselrta alat bukti yang ada, 
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maka hakim melmbelrikan amar putusan untuk melngabulkan pelrmolholnan Pelmolholn 

I dan Pelmolholn II. 

Sellanjutnya pada Pelneltapan Nolmolr 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ tellah diputus 

ollelh Pelngadilan Agama Sijunjung selbagai pelrmolholnan dispelnsasi kawin yang 

diajukan ollelh para pelmolholn untuk anak pelmolholn. Bahwa para pelmolholn 

belrdasarkan surat pelrmolholnannya tanggal 10 Nolvelmbelr 2023 yang tellah telrdaftar 

di Kelpanitelraan Pelngadilan Agama Sijunjung delngan relgistelr pelrkara nolmolr 

201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, yang pada polkolknya para pelmolholn melngajukan 

dispelnsasi kawin untuk anak para pelmolholn karelna anak para pelmolholn masih di 

bawah umur, dimana laki-laki belrusia 16 tahun 6 bulan dan pelrelmpuan belrusia 17 

tahun 6 bulan. Alasan para pelmolholn melngajukan pelrmolholnan adalah karelna anak 

para pelmolholn tellah belrpacaran sellama 1 tahun dan sudah mellakukan hubungan 

badan. Belrdasarkan alasan pelrmolholnan para pelmolholn didukung delngan bukti-

bukti yang diajukan kel pelngadilan telrmasuk keltelrangan para saksi belselrta alat bukti 

yang ada, maka hakim melmbelrikan amar putusan untuk melnollak pelrmolholnan 

Pelmolholn I dan Pelmolholn II. 

Belrdasarkan pelnjellasan yang tellah pelnulis sampaikan selbellumnya dan 

didukung ollelh pelnjabaran dari pelneltapan keldua pelrmolholnan dispelnsasi kawin 

antara Pelngadilan Agama Tais dan Pelngadilan Agama Sijunjung, maka dalam hal 

ini melnunjukkan adanya kelkaburan nolrma antara keldua pelneltapan telrselbut karelna 

ada pelrbeldaan pelnafsiran dari pasal yang ditelrapkan hakim selhingga melnjadi dasar 

telrjadinya disparitas dan melnimbulkan keltidakpastian hukum telrhadap para pihak 

dalam prolsels pelnyellelsaian pelrkara pelrmolholnan dispelnsasi kawin. Sellanjutnya 
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pelnellitian ini dianggap pelnting untuk ditelliti karelna isu dispelnsasi kawin 

melrupakan ranah hukum pelrdata dan selring telrjadi dalam masyarakat, sellain itu 

hasil pelnellitian ini dapat melmbelrikan masukan untuk pelnyelmpurnaan pelraturan 

pelrundang-undangan khususnya telrkait alasan melndelsak dalam pelngajuan 

dispelnsasi kawin. O llelh karelna itu, belrdasarkan pelmaparan telrselbut,  pelnulis telrtarik 

untuk mellakukan pelnellitian ini delngan judul: 

“Disparitas Penetapan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama” 

B.    Rumusan Masalah 

Apa yang melnjadi dasar pelrtimbangan hakim dalam pelnyellelsaian pelrmolholnan 

dispelnsasi kawin pada Pelneltapan Nolmolr 78/Pdt.P/2021/PA.Tas dan Pelneltapan 

Nolmolr 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ? 

C.   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Pelnellitian 

Tujuan dilakukannya pelnellitian ini adalah untuk melngeltahui dan melnganalisis 

pelrtimbangan hukum yang ditelrapkan hakim pada pelnyellelsaian pelrmolholnan 

dispelnsasi kawin pada Pelneltapan Nolmolr 78/Pdt.P/2021/PA.Tas dan Pelneltapan 

Nolmolr 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ. 

2. Manfaat Pelnellitian 

Manfaat pelnellitian telrbagi melnjadi dua katelgolri, melliputi: 

a. Selcara Telolritis 

 Belrkaitan delngan pelrkelmbangan telolri dan ilmu pelngeltahuan, hasil 

pelnellitian ini diharapkan dapat belrmanfaat bagi akadelmisi selbagai litelratur 

dalam melmajukan ilmu pelngeltahuan khususnya dalam bidang hukum 
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pelrdata murni. Kelmudian melnambah pelmahaman telrhadap analisis hakim 

dalam melnelntukan amar pelneltapan pelrmolholnan dispelnsasi kawin yang 

melrupakan salah satu prolduk dari Pelradilan Agama. 

b. Selcara Praktis 

 Manfaat ini belrkaitan delngan sollusi melnyellelsaikan suatu masalah 

selcara praktis. O llelh selbab itu, hasil pelnellitian ini diharapkan dapat 

belrmanfaat bagi para pihak yang belrkelpelntingan, melmbelrikan gambaran 

telntang pelrmolholnan dispelnsasi yang dapat dikabulkan atau dapat ditollak 

ollelh hakim di Pelngadilan Agama, selhingga masyarakat khususnya para 

olrang tua dan anak relmaja tidak delngan mudah mellakukan pelrmolholnan 

dispelnsasi kawin. 

D.   Kerangka Konseptual 

1. Disparitas  

      Disparitas pada dasarnya adalah suatu pelrbeldaan. Disparitas putusan 

adalah pelrbeldaan putusan hakim telrhadap suatu kasus yang sama. Delngan kata 

lain, disparitas melrupakan adanya pelrbeldaan pelnelrapan kaidah hukum dalam 

melnyellelsaian suatu pelrkara yang sama. Disparitas putusan telrbagi melnjadi dua 

yaitu disparitas holrizolntal dan disparitas velrtical. Disparitas holrizolntal 

melrupakan disparitas putusan telrhadap pelrkara yang sama dikelluarkan antara 

pelngadilan tingkat pelrtama delngan pelngadilan tingkat pelrtama lainnya, 

sellanjutnya disparitas velrtikal melrupakan disparitas putusan pelrkara yang sama 

antara pelngadilan tingkat pelrtama dan pelngadilan tingkat yang lelbih tinggi.14 

                                                           
14 Suparman Marzuki and dkk. Loc. Cit. hlm.508 
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2. Penetapan 

      Pelneltapan diselbut al-Isbat (Arab) atau be lshciking (Bellanda) yaitu prolduk 

Pelngadilan Agama dalam arti bukan pelradilan yang selsungguhnya yang 

diistilahkan jurisdicto l vo lluntaria. Hal ini dikarelnakan pada Pelngadilan Agama 

hanya telrdapat pelmolholn yang melmolholnkan suatu hal untuk diteltapkan, dan 

pelmolholn telrselbut tidak dalam belrpelrkara delngan lawan. Pelneltapan juga 

melrupakan kelputusan atas pelrkara pelrmolholnan delngan tujuan untuk 

melneltapkan suatu keladaan atau status telrtelntu untuk diri pelmolholn.15 Dalam 

litelratur lain, diselbutkan bahwa pelneltapan adalah pelrnyataan hakim yang 

dituangkan dalam belntuk telrtulis dan diucapkan ollelh hakim dalam pelrsidangan 

atas pelrkara pelrmolholnan. Colntolhnya pelneltapan pelngelsahan nikah dalam 

pelrmolholnan isbat nikah, pelneltapan izin polligami, pelneltapan celrai talak, dan 

lain-lain.16 

3. Dispensasi Kawin 

     Dispelnsasi melnurut Kamus Belsar Bahasa Indolnelsia belrarti pelngelcualian 

dari pelraturan umum untuk suatu keladaan khusus,  pelmbelbasan dari suatu 

kelwajiban atau larangan. Dalam hal dispelnsasi biasanya dibelnarnya apa-apa 

yang biasanya dilarang ollelh pelmbuat Undang-Undang. Seldangkan melnurut 

C.ST Kansil dan Christinel S.T Kansil, dispelnsasi adalah pelneltapan yang sifatnya 

diklatolir, yang melnyatakan bahwa suatu keltelntuan Undang-Undang melmang 

                                                           
15 Sudirman, Hukum Acara Peradilan Agama, ed. ABD.Karim Faiz, Cetakan Pertama 

(Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021). hlm.120 
16 Khoirur Rofiq, Hukum Acara Peradilan Agama, ed. Tolkah (Semarang: CV. Rafi Sarana, 

2022). hlm.249-250 



15 
 

tidak belrlaku bagi kasus yang diajukan ollelh selolrang pelmolholn.17  Pasal 1 ayat 

(5) Pelraturan Mahkamah Agung Relpublik Indolnelsia Nolmolr 5 Tahun 2019 

Telntang Peldolman Melngadili Pelrmolholnan Dispelnsasi Kawin melnjellaskan 

bahwa dispelnsasi kawin adalah pelmbelrian izin kawin ollelh pelngadilan kelpada 

caloln suami/istri yang bellum belrusia 19 tahun untuk mellangsungkan 

pelrkawinan. 

E.    Landasan Teori 

 Melmbahas melngelnai relncana yang melnjellaskan pandangan pelnellitian yang 

akan digunakan selbagai pisau dalam mellakukan analisis untuk melmbeldah masalah-

masalah yang akan ditelliti. O llelh karelna itu, telolri yang akan digunakan pelnulis 

dalam hal ini melliputi: 

1.    Teori Keadilan Hukum 

       Dalam Elnsiklo lpe ldia Hukum Islam dikelmukakan bahwa selcara eltimollolgi 

arti “adil” (al-adl) belrarti tidak belrat selbellah, tidak melmihak, atau 

melnyamakan selsuatu delngan yang lain (al-musawah). Istilah lain dari al-adl 

adalah al-qist, al-mist yang belrarti sama delngan bagian atau selmisal. Melnurut 

Ibnu Qudamah (belliau adalah selolrang ahli Hukum Islam dalam Mahzab 

Hambali) bahwa yang dimaksud delngan keladilan adalah selsuatu yang 

telrselmbunyi, moltivasinya selmata-mata karelna takut pada Allah SWT.18 

Dalam mellaksanakan kelkuasaan kelhakiman dan mellaksanakan prinsip 

pelradilan, Allah SWT. melmelrintahkan agar manusia belrlaku adil. Dalam 

                                                           
17 Khoirul Abror, Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur, ed. Agus, Diva Press, Cetakan 

Pertama (Yogyakarta: Diva Press, 2019). hlm.69-70 
18 Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia, 1st ed. (Depok: Kencana, 2017). 

hlm. 75 
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belbelrapa ayat Al-Qur’an, dijellaskan selcara telrpelrinci telntang kelwajiban bagi 

pelnelgak hukum untuk belrlaku adil dalam melmutus pelrkara di antara manusia 

selbagai pelncari keladilan. Dalam surah an-Nisa’ (4):58 dan al-Maidah (5):52, 

Allah melmpelringatkan kelpada siapa yang tidak melneltapkan hukum 

belrdasarkan apa yang tellah diturunkan ollelh Allah SWT. belrarti dia telrmasuk 

kafir selrta belrlaku aniaya dan fasik. Maksudnya agar para pelnelgak hukum itu 

helndaknya ia belrlaku adil dalam melmutuskan pelrkara, dan dilarang 

melmutuskan pelrkara belrdasarkan hawa nafsunya.19 

Dalam hukum polsitif, telolri keladilan yang rellelvan dalam kolntelks 

dispelnsasi kawin adalah kolnselp yang digunakan untuk melmahami dan 

melmelcahkan suatu masalah yang timbul dari dispelnsasi kawin.  

“Dalam hal ini dinamika pada keladilan hukum delngan mellakukan 

pelnellusuran yang melnyelluruh bagi seltiap pihak yang melngajukan 

pelrmolholnan dispelnsasi, selbagaimana yang telrcantum pada PElRMA RI 

Nol 5/ 2019 yakni delngan (1) melmpelrtimbangkan selmua kelpelntingan 

bagi anak, (2) Jaminan pellaksanaan pelradilan untuk pelrlindungan pada 

hak anak, (3) pelningkatan tanggungjawab olrangtua dalam pelncelgahan 

pelrnikahan anak, (4) mellakukan idelntifikasi atas atarbellakang pelngajuan 

pelrmolholnan dispelnsasi, dan (5) pelrwujudan standar prolsels 

pelngadilan.”20 

 

Telolri keladilan ini akan rellelvan delngan judul yang pelnulis telliti, dimana 

belrlaku adil adalah selbuah upaya selselolrang dalam melnelmpatkan atau 

melleltakkan selsuatu pada telmpatnya21 untuk melmastikan bahwa putusan yang 

diambil harus selsuai delngan aturan yang ada dan melncelrminkan keladilan bagi 

                                                           
19 Manan. Ibid. hlm. 82 
20 Nada Putri Rohana and Wilda Rahma Nasution, “Dinamika Pemberian Dispensasi 

Kawin Dibawah Umur Oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan” 7, no. 1 (2023): 

163–74, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6448. hlm.4 
21 Sri Rahayu, Pengantar Hukum Islam, 1st ed. (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024). 

hlm. 17 
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para pelmolholn, selhingga tidak ada diskriminasi dan pelraturan yang ditelrapkan 

pun dapat melrata di selluruh Pelngadilan Agama di Indolnelsia. Delngan ini 

diharapkan dapat melminimalisir disparitas putusan. 

2.   Teori Kepastian Hukum 

        Dalam Islam dijellaskan bahwa telolri kelpastian hukum melnyatakan 

bahwa tidak ada suatu pelrbuatan yang dapat dihukum kelcuali atas kelkuatan 

keltelntuan pelraturan yang ada dan belrlaku para pelrbuatan itu. ollelh karelna itu, 

tidak ada selsuatu pellanggaran selbellum ada keltelntuan hukum yang 

melngaturnya. Kelpastian hukum ini belrdasarkan Al-Qur’an surah al-Isra ayat 

15 yang belrbunyi:22 

 

“Barangsiapa belrbuat selsuai de lngan peltunjuk (Allah), maka se lsungguhnya 

itu untuk (ke lse llamatan) dirinya selndiri; dan barang siapa telrse lsat maka 

se lsungguhnya (ke lrugian) itu bagi dirinya selndiri. Dan selo lrang yang belrdo lsa 

tidak dapat me lmikul do lsa o lrang lain, te ltapi Kami tidak akan me lnyiksa 

se lbellum Kami me lngutus se lo lrang rasul.” (Q.S. al-Isra (17):15). 

Kelpastian hukum melrupakan pellaksanaan hukum selsuai delngan 

bunyinya selhingga masyarakat dapat melmastikan bahwa hukum dilaksanakan. 

Telolri ini telntunya belrkaitan delngan olbjelk pelnellitian pelnulis, dalam telolri 

kelpastian hukum, sudah selharusnya putusan akhir dari kasus pelrkara yang 

                                                           
22 Panji Adam, Hukum Islam (Konsep, Filosofi, Dan Metodologi), 1st ed. (Jakarta Timur: 

Sinar Grafika, 2019). hlm. 173 
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selrupa haruslah sama, apabila telrjadi suatu disparitas selbagaimana dalam 

Kasus Putusan Nolmolr 78/Pdt.P/2021/PA.Tas dan Putusan Nolmolr 

201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, maka dapat melnciptakan kelraguan dan keltidakpastian 

hukum. Dalam melmbuat suatu putusan pelngadilan agama harus didasarkan 

pada sumbelr Hukum Islam dan mellalui telolri ini akan dikeltahui kaitannya 

delngan alasan yang diajukan ollelh para pelmolholn untuk mellangsungkan 

dispelnsasi kawin, apakah selsuai delngan keltelntuan Hukum Islam atau 

selbaliknya. 

3.   Teori Kemaslahatan Hukum 

            Imam al Ghazali melndelfinisikan maslahah dalam pelngelrtian yang 

elselnsial (aslan) maslahah melrupakan suatu elksprelsi untuk melncari selsuatu 

yang belrguna (manfaat) atau melnyingkirkan selsuatu yang kelji (mudarat). 

Namun, bukan ini yang dimaksudkan selbab melncari manfaat dan 

melnyingkirkan mudarat melrupakan tujuan (maqashid) yang dimaksud ollelh 

pelnciptaan (khalq) dan kelbaikan (as-shulhu) dari ciptaan dalam melrelalisasikan 

tujuan-tujuan melrelka (maqashid). Yang dimaksud delngan maslahah adalah 

pelmelliharaan dari maksud olbyelktif hukum yang telrdiri dari lima hal yaitu 

pelmelliharaan agama, jiwa, akal, kelturunan, dan harta. Seltiap yang 

melngandung upaya melmellihara kellima prinsip (ushul) ini diselbut maslahah 

dan seltiap yang melnghilangkan kellima prinsip telrselbut diselbut mafsadat dan 

melnollaknya diselbut maslahah.23  

                                                           
23 Nur Asiah, “Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali,” Diktum: Jurnal Syariah Dan 

Hukum 18, no. 1 (2020): 118–28, https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663. hlm. 123 
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Kata lain dari ke lmaslahatan adalah kelmanfaatan. Telolri ini akan 

melnyelrtai telolri keladilan dan kelpastian hukum. Dalam mellaksanakan telolri 

keladilan dan kelpastian hukum, selyolgiannya dipelrtimbangkan telolri 

ke lmaslahatan/kelmanfaatan hukum, baik kelpada yang belrsangkutan selndiri 

maupun kelpada kelpelntingan masyarakat.24  

Telolri ke lmaslahatan ini sangat pelnting dalam Hukum Islam karelna 

melmiliki tujuan untuk melwujudkan kelmanfaatan atau kelbaikan untuk 

masyarakat. Telolri ini telntunya melmiliki hubungan yang elrat delngan dispelnsasi 

kawin dalam hal Pelngadilan Agama hakim dalam melngabulkan dan melnollak 

pelrmolholnan belrlandaskan pada kaidah ushul fiqh yakni “melnollak mafsadah 

didahulukan daripada melraih maslahat”. Mellalui telolri ini, pelnulis dapat 

melnganalisis telrkait putusan yang diteltapkan ollelh hakim Pelngadilan Agama 

apakah banyak melmbawa kelbaikan atau kelburukan. Sellain itu, hakim 

Pelngadilan Agama akan melmpelrtimbangkan telrkait dampak bagi anak para 

pelmolholn juga. 

F.    Orisinalitas Penelitian 

 Pelnellitian pelnulis belrjudul “Disparitas Pelneltapan Dispelnsasi Kawin Pada 

Pelngadilan Agama” melmiliki folkus utama pada 2 (dua) putusan yang dikelluarkan 

ollelh antar Pelngadilan Agama tingkat pelrtama yaitu Pelngadilan Agama Tais dan 

Pelngadilan Agama Sijunjung, telrkait dasar pelrtimbangan hakim dalam 

pelnyellelsaian pelrkara dispelnsasi nikah pada Putusan pada masing-masing putusan 

telrhadap pelnyellelsaian pelrkara pelneltapan dispelnsasi kawin. Pelnellitian ini bellum 

                                                           
24 Adam, Hukum Islam (Konsep, Filosofi, Dan Metodologi). Op Cit. hlm. 173 
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pelrnah ditelliti selbellumnya. Namun ada belbelrapa pelnellitian telrdahulu yang rellelvan 

dan belrkaitan delngan pelnellitian yang pelnulis kaji, antara lain: 

1. Skripsi ollelh Siti Nurhaliza (2023), delngan judul “Disparitas Pelrtimbangan 

Hukum Hakim Dalam Melnangani Pelrmolholnan Dispelnsasi Nikah Delngan 

Alasan Hamil Di Pelngadilan Agama Ambarawa (Studi Putusan 

0033/Pdt.P/2019/PA.Amb dan 0136/Pdt.P/2019/PA.Amb)”. Pelnellitian ini 

belrfolkus melmbandingkan 2 (dua) pelrmolholnan dispelnsasi kawin pada 

Pelngadilan Agama yang sama delngan kasus yang sama namun belrbelda 

pada amar pelneltapan selhingga melnimbulkan disparitas. Pelnellitian ini 

ditinjau selcara maqashid syari’ah  dan telolri kelwelnangan hakim. 

2. Skripsi ollelh Tania Ariska Putri (2023), delngan judul “Pelmaknaan 

Disparitas Pelrkawinan Pada Usia Anak Undang-Undang Nolmolr 16 Tahun 

2019 Dan Undang-Undang Nolmolr 35 Tahun 2014”. Pelnellitian ini belrfolkus 

pada prolsels telrjadinya pelnyelbab disparitas pelrkawinan anak di Indolnelsia, 

yakni adanya dispelnsasi pelrkawinan. Sellain itu, pelnellitian ini juga 

melmbahas melngelnai ada atau tidaknya disparitas yang telrjadi pada 

pelmaknaan pelrkawinan anak antara Undang-Undang Pelrkawinan dan 

Undang-Undang Pelrlindungan Anak yang dihubungkan delngan PElRMA 

Nolmolr 5 Tahun 2019. 

3. Skripsi ollelh Nanda Syah Putri (2022), delngan judul “Analisis Pelrbandingan 

Pelrtimbangan Hakim Dalam Melneltapkan Dispelnsasi Kawin (Studi Putusan 

Nolmolr: 524/Pdt.P/2020/PA.Solr dan Putusan Nolmolr: 

352/Pdt.P/2021/MS.Sgi)”. Pelnellitian ini belrfolkus pada dua putusan hakim 
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yang belrbelda di dalam kasus selrupa yaitu telrdapat pada Putusan Nolmolr: 

524/Pdt.P/2020/PA.Solr dan Putusan Nolmolr: 352/Pdt.P/2021/MS.Sgi. 

Pelnellitian ini melmbahas pelrtimbangan hakim dalam melneltapkan dispelnsasi 

kawin dan tinjauan pelnafsiran hukum telrhadap pelneltapan dispelnsasi kawin 

dalam dua putusan telrselbut. 

 Selcara kelselluruhan pelnellitian yang ditelliti ollelh pelnulis melmbelrikan 

kolntribusi litelratur delngan belrfolkus pada 2 (dua) putusan pelrmolholnan pelneltapan 

dispelnsasi kawin, adapun yang melnjadi pelmbelda pelnellitian pelnulis delngan 

belbelrapa pelnellitian selbellumnya yaitu: Pe lrtama, pelnellitian ini melrupakan 

disparitas putusan yang holrizolntal dan belrfolkus pada putusan Pelngadilan Agama 

yang satu delngan yang lainnya yang seltara.  Ke ldua, olbjelk pelnellitian belrbelda dan 

bellum pelrnah ditelliti selbellumnya, yaitu Pelneltapan Nolmolr 78/Pdt.P/2021/PA.Tas 

dan Pelneltapan Nolmolr 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ. Ke ltiga, pelnulis melnggunakan telolri 

keladilan, kelpastian dan kelmaslahatan untuk melndukung pelnellitian ini, karelna bisa 

dikaitkan delngan pelrtimbangan hukum hakim keltika melmutus suatu pelrkara, 

telntunya hal ini sangat melmbeldakan delngan pelnellitian telrdahulu yang tidak 

melnggunakan keltiga telolri ini. Ke le lmpat, selcara khusus melmbahas telntang dasar 

pelrtimbangan hakim, melmbahas pelnelrapan telolri keladilan, kelpastian dan 

kelmaslahatan dari pelrbeldaan pelnelrapan hukum yang diteltapkan ollelh hakim 

Pelngadilan Agama tingkat pelrtama pada pelneltapannya masing-masing dalam 

melnyellelsaikan pelrkara pelrmolholnan dispelnsasi kawin.  
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G.    Metodologi Penelitian  

1.   Jenis Penelitian 

       Pelnellitian ini adalah jelnis pelnellitian yuridis nolrmatif, melrupakan studi 

telntang hukum yang dipahami selbagai kaidah atau nolrma yang sudah ada dalam 

masyarakat dan dapat digunakan ollelh siapa saja selbagai peldolman dalam 

belrtindak.25 Pelnellitian yuridis nolrmatif melmiliki tujuan untuk melndelskripsikan 

belrlakunya selbuah hukum polsitif selrta suatu nolrma hukum delngan melmbelrikan 

analisis hukum.26 Nolrma hukum dapat ditelmukan dalam undang-undang, 

putusan pelgadilan dan kelhidupan masyarakat. Adapun olbjelk pelnellitian ini 

adalah putusan hakim, yaitu Pelneltapan Nolmolr 78/Pdt.P/2021/PA.Tas dan 

Pelneltapan Nolmolr 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ. 

2.   Metode Pendekatan 

  a.  Pendekatan Perundang-Undangan 

  Dalam meltoldel pelndelkatan pelrundang-undangan pelnelliti pelrlu 

melmahami hielrarki dan asas-asas dalam pelraturan pelrundang-undangan. 

Dalam pelndelkatan pelrundang-undangan pelnelliti bukan saja mellihat pada 

belntuk pelraturan pelrundang-undangan, mellainkan juga melnellaah matelri 

muatannya.27 Diantara undang-undang yang dipakai pelnulis untuk 

pelnellitian antara lain: 

1) Undang-Undang Nolmolr 1 Tahun 1974 Telntang Pelrkawinan. 

                                                           
25 Muhammad Syarif et al., Metode Penelitian Hukum, ed. Ari Yanto, Cetakan Pertama 

(Padang: Get Press Indonesia, 2024). hlm.40 
26 Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, “Penggunaan Metode Yuridis 

Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum,” Smart Law Journal 2, no. 2 

(2023): 114–23. hlm.119 
27 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Revisi (Jakarta: Kencana, 2023). hlm.142 
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2) Undang-Undang Nolmolr 16 Tahun 2019 Telntang Pelrubahan Atas 

Undang-Undang Nolmolr 1 Tahun 1974 Telntang Pelrkawinan. 

3) Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 9 tahun 1975 Telntang Pellaksanaan 

Undang-Undang Nolmolr 1 Tahun 1974 Telntang Pelrkawinan. 

4) Instruksi Prelsideln Nolmolr 1 Tahun 1991 Telntang Pelnyelbarluasan 

Kolmpilasi Hukum Islam. 

5) Pelraturan Mahkamah Agung Relpublik Indolnelsia Nolmolr 5 Tahun 2019 

Telntang Peldolman Melngadili Dispelnsasi Kawin.  

b. Pendekatan Konseptual 

Pelndelkatan kolnselptual ini dilakukan delngan melnelrapkan litelratur 

telrkait pelnellitian dan melmpelrhatikan kolnselp yang belrkaitan delngan olbjelk 

pelnellitian melngelnai pelrtimbangan yang ditelrapkan ollelh selolrang hakim 

dalam pelnyellelsaian pelrmolholnan pelneltapan dispelnsasi kawin, dan mellihat 

hukum yang ditelrapkan hakim dalam melmutus pelrkara yang melnyelbabkan 

disparitas putusan pelrmolholnan dispelnsasi kawin. Sellain itu, mellalui 

pelndelkatan kolnselptual juga akan dikeltahui makna yang telrkandung dalam 

kolnselp alasan melndelsak yang diyakini melmiliki lelbih dari satu pelnafsiran. 

c.  Pendekatan Kasus 

  Dalam melnggunakan pelndelkatan kasus, yang pelrlu dipahami adalah 

alasan-alasan hukum yang digunakan ollelh hakim untuk sampai kelpada 

putusannya. Adapun kasus yang melnjadi olbjelk pelnellitian pelnulis adalah 

putusan yang melngalami disparitas, selhingga dianggap melnimbulkan 

kelkaburan nolrma antara putusan Pelngadilan Agama yang satu delngan 
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Pelngadilan Agama yang lainnya, yakni Pelneltapan Nolmolr 

78/Pdt.P/2021/PA.Tas dan Pelneltapan Nolmolr 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ. 

3.   Pengumpulan Bahan Hukum 

  a.  Bahan Hukum Primer 

  Bahan-bahan hukum primelr adalah bahan hukum yang telrdiri dari 

pelraturan pelrundang-undangan, yurisprudelnsi, putusan, dan putusan  

hakim. Dalam pelnellitian ini, pelnulis melnggunakan pelraturan pelrundang-

undangan dan putusan hakim selbagai dasar bahan hukum primelr.  

1) Undang-Undang Nolmolr 1 Tahun 1974 Telntang Pelrkawinan. 

2) Undang-Undang Nolmolr 16 Tahun 2019 Telntang Pelrubahan 

Atas Undang-Undang Nolmolr 1 Tahun 1974 Telntang 

Pelrkawinan. 

3) Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 9 tahun 1975 Telntang Pellaksanaan 

Undang-Undang Nolmolr 1 Tahun 1974 Telntang Pelrkawinan. 

4) Pelraturan Mahkamah Agung Relpublik Indolnelsia Nolmolr 5 

Tahun 2019 Telntang Peldolman Melngadili Dispelnsasi Kawin.  

5) Instruksi Prelsideln Nolmolr 1 Tahun 1991 Telntang 

Pelnyelbarluasan Kolmpilasi Hukum Islam. 

6) Putusan Pelngadilan Agama Telntang Pelrmolholnan Dispelnsasi 

Kawin seltellah belrlakunya Pelraturan Mahkamah Agung 

Relpublik Indolnelsia Nolmolr 5 Tahun 2019 Telntang Peldolman 

Melngadili Dispelnsasi Kawin. 
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b.  Bahan Hukum Sekunder 

  Bahan hukum selkundelr adalah bahan hukum yang dapat melmbelri 

keltelrangan lelbih lanjut telrhadap bahan hukum primelr. Bahan hukum 

selkundelr antara lain buku-buku hukum, skripsi, telsis, dan diselrtasi hukum 

selrta jurnal-jurnal hukum telrkait delngan pelnellitian yang dikaji. 

c.   Bahan Hukum Tersier 

   Bahan hukum telrsielr melrupakan bahan yang turut melndukung 

bahan hukum primelr dan bahan hukum selkundelr. Bahan hukum telrsielr dapat 

belrupa bahan nolnhukum selpelrti Kamus Belsar Bahasa Indolnelsia, sumbelr 

welbsitel relsmi dan lainnya. 

4.  Analisis Bahan Hukum 

        Hasil analisis dituangkan dalam belntuk uraian yang belrsifat delskriptif 

kualitatif, pada umumnya dipelrgunakan dalam melnguraikan seljarah, melngutip 

atau melnjellaskan bunyi pelraturan pelrundang-undangan dan dalam uraian 

umum28 sampai pada pelnarikan kelsimpulan.  Maka pelnellitian kualitatif 

pelrhatiannya bukan telrtuju pada angka-angka yang dipelrollelh mellalui elmpiris 

mellainkan dari putusan mellalui nolrmatif.  

H.  Sistematika Penulisan 

 
 Bab I Bab ini melnguraikan telntang Pelndahuluan, yang telrdiri dari Latar 

Bellakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Pelnellitian, 

                                                           
28 Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, 2nd ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2006). hlm. 4 
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Kelrangka Kolnselptual, Landasan Telolri, O lrisinalitas Pelnellitian, Meltolde l 

Pelnellitian, dan Sistelmatika Pelnulisan. 

 
 Bab II Bab ini melnguraikan telntang disparitas putusan, pelneltapan, dispelnsasi 

kawin. 

 
Bab III Bab ini melnguraikan telntang pelmbahasan dari judul pelnellitian 

Disparitas Pelneltapan Dispelnsasi Kawin Pada Pelngadilan Agama 

Adapun polkolk pelmbahasan pada bab ini belrkaitan delngan 

pelrtimbangan hukum yang ditelrapkan hakim pada pelnyellelsaian 

pelrmolholnan dispelnsasi kawin pada Pelneltapan Nolmolr 

78/Pdt.P/2021/PA.Tas dan Pelneltapan Nolmolr 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ. 

 
 Bab IV Bab ini melrupakan bab pelnutup yang belrisi kelsimpulan dari pelnelrapan 

pada bab keltiga dan juga pada bab ini diikuti delngan saran yang 

belrkaitan delngan pelrmasalahan yang melnjadi olbjelk pelnellitian. 

 

  


